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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) dalam mendukung pelaksanaan program kerja partisipatif 
hasil Musrenbang di Desa Sekancing, Kecamatan Tiangpumpung, selama periode 2020–
2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta analisis data 
keuangan desa selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendapatan desa mengalami fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 
mencapai Rp1.551.457.014. Namun, belanja desa juga meningkat, terutama pada 2022, 
yang menyebabkan defisit anggaran dan SILPA negatif. Pola pengeluaran mengalami 
pergeseran: dari dominasi belanja barang dan jasa (2020–2021), beralih ke belanja tidak 
terduga (2022), lalu ke belanja modal (2023–2024), mencerminkan penyesuaian 
terhadap kebutuhan darurat dan pembangunan infrastruktur jangka panjang. Efisiensi 
pengeluaran cukup tinggi, terlihat dari beberapa kategori belanja yang terealisasi 100% 
sesuai anggaran, seperti belanja modal dan honorarium. Di sisi tata kelola, penerapan 
aplikasi Siskeudes telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih 
terdapat tantangan dalam inklusi informasi ke seluruh warga. Kendala lainnya 
mencakup dominasi aktor dalam Musrenbang dan minimnya forum komunikasi 
inklusif. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas 
perangkat desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang 
adaptif untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang partisipatif, transparan, 
dan berkelanjutan. 
 

Kata Kunci: APBDes, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Transparansi 

Pemberdayaan Desa 

 

Abstract 

This study aims to analyze the financial performance of the Village Revenue and Expenditure 
Budget (APBDes) in supporting the implementation of participatory work programs resulting 
from the Musrenbang in Sekancing Village, Tiangpumpung Subdistrict, during the period 
2020–2024. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-
depth interviews, documentation, and analysis of village financial reports over the past five 
years. The findings reveal that village revenue experienced fluctuations, with a significant 
increase in 2024 reaching IDR 1,551,457,014. However, village expenditure also rose, 
particularly in 2022, leading to a budget deficit and negative SILPA (remaining budget 
balance). Expenditure patterns shifted over time: from the dominance of good s and services 
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spending (2020–2021), to unexpected expenditure (2022), and finally to capital expenditure 
(2023–2024), reflecting adjustments to emergency needs and long-term infrastructure 
development. Spending efficiency was relatively high, as evidenced  by several categories—such 
as capital expenditure and honoraria—achieving 100% realization against the budget. In terms 
of governance, the implementation of the Siskeudes application has improved transparency and 
accountability, though challenges remain in ensuring inclusive information access for all 
residents. Other obstacles include the dominance of certain actors in Musrenbang decision-
making and the lack of inclusive communication forums. These findings underscore the 
importance of strengthening the capacity of village apparatus, enhancing community 
participation, and adopting adaptive budget management to achieve participatory, transparent, 
and sustainable village financial governance. 
 

Keywords: APBDes, Community Participation, Musrenbang, Transparency, Village 
Empowerment 

 
A. Pendahuluan  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang lebih 

besar kepada desa untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan secara 

mandiri. Instrumen kunci dalam tata kelola ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes), yang menjadi pedoman utama dalam pengalokasian dana untuk lima 

bidang utama pembangunan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. APBDes tidak 

hanya dilihat dari aspek teknis finansial, tetapi juga dari aspek tata kelola, khususnya 

partisipasi masyarakat. 

Mekanisme formal untuk memastikan program kerja APBDes mencerminkan 

kebutuhan riil warga adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbang). Partisipasi aktif dalam Musrenbang dianggap vital untuk mewujudkan 

akuntabilitas dan efektivitas pembangunan, di mana masyarakat ditempatkan sebagai 

subjek, bukan hanya objek pembangunan. Kinerja keuangan APBDes yang baik, yang 

mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan, harus sejalan dengan kualitas 

implementasi program yang lahir dari semangat partisipatif tersebut. 

Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, telah 

mengimplementasikan APBDes hasil Musrenbang dengan alokasi dana yang signifikan 

(Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar) selama periode 2020-2024. Meskipun secara administrasi 

pengelolaan keuangan telah dibantu oleh aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), 

dinamika kondisi ekonomi dan kebutuhan sosial (termasuk penyesuaian selama masa 

pandemi dan pasca-pandemi) menimbulkan fluktuasi dalam realisasi anggaran. Belum 

adanya analisis komprehensif yang mengaitkan kinerja keuangan APBDes (aspek 

finansial) dengan tingkat implementasi program kerja partisipatif hasil Musrenbang (aspek 

tata kelola) secara mendalam, memunculkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana 

APBDes di Desa Sekancing telah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam 

konteks pemberdayaan masyarakat. 

Fokus Penelitian dan Analisis Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana kinerja keuangan APBDes Desa Sekancing diukur melalui efektivitas dan 

efisiensi anggaran selama periode 2020–2024? 

2. Sejauh mana program kerja yang dilaksanakan bersumber dari hasil Musrenbang dan 

bagaimana dampaknya terhadap implementasi APBDes di Desa Sekancing? 

3. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sekancing 

dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam 

pengelolaan keuangan APBDes? 

Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan APBDes Desa Sekancing, termasuk 

efektivitas dan efisiensi pengeluaran selama periode 2020–2024. 

2. Mengkaji korelasi antara program kerja hasil Musrenbang dengan realisasi APBDes, 

serta menganalisis relevansi program tersebut dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penguatan tata kelola keuangan desa 

yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Desa Sekancing. 

Kajian Literatur  

Kajian literatur dalam penelitian ini berfokus pada tiga konsep utama yang saling 

terkait, didukung oleh temuan dari jurnal-jurnal terkini (primer dan mutakhir). 

1. Kinerja Keuangan APBDes: Kinerja keuangan pemerintah desa diukur menggunakan 

indikator seperti rasio efektivitas (perbandingan realisasi pendapatan terhadap 

target), rasio efisiensi (perbandingan realisasi belanja terhadap anggaran), dan 

akuntabilitas (kepatuhan terhadap peraturan dan pelaporan). Penelitian sebelumnya 

oleh Pradani (2020) dan Wahidah et al. (2022) menekankan bahwa pengelolaan Dana 

Desa yang efektif memerlukan integrasi antara perencanaan dan pelaporan yang baik. 

2. Perencanaan Partisipatif dan Musrenbang: Konsep ini berakar pada prinsip good village 

governance, di mana pengambilan keputusan melibatkan berbagai stakeholder desa. 

Musrenbang adalah forum formal yang menjamin perencanaan dari bawah (bottom-up 

planning). Penelitian oleh Gulo & Destriana (2018) menunjukkan bahwa partisipasi 

yang kuat dapat meningkatkan sense of ownership masyarakat terhadap program 

pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan 

program. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Transparansi 

diwujudkan melalui keterbukaan informasi, terutama laporan keuangan, kepada 

publik. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan 

dana publik. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh pemerintah 

(Hasliani & Yusuf, 2021) merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas 

administratif. Namun, diperlukan kajian lebih lanjut terkait transparansi substantif—

yaitu kemampuan masyarakat umum untuk memahami dan mengakses informasi 

tersebut. 
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B. Metode  

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara 

mendalam (holistik dan kontekstual) tentang fenomena yang diteliti, yaitu kinerja 

keuangan APBDes Desa Sekancing dalam konteks implementasi program partisipatif hasil 

Musrenbang. Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan berupa deskripsi 

naratif, dokumen, dan transkrip wawancara yang kemudian diinterpretasikan untuk 

menemukan makna, pola, dan tantangan dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian 

deskriptif ini berupaya untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan kondisi 

dan praktik yang ada terkait pengelolaan APBDes. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten 

Merangin, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Desa Sekancing yang 

merupakan objek studi kasus spesifik tesis ini, yang memiliki dinamika dalam pengelolaan 

APBDes dan implementasi program hasil Musrenbang selama periode analisis 2020-2024. 

Periode pengumpulan data dan analisis utama dilaksanakan antara November 2024 hingga 

Maret 2025. 

Sumber Data dan Informan 

 Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama: 

 Data Primer: Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Informan kunci 

dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling (pemilihan informan 

berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan topik). Informan terdiri dari: 

Kepala Desa Sekancing, Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perwakilan Tokoh Masyarakat/Kelompok 

Masyarakat (misalnya perwakilan dari BUMDes atau tokoh adat/pemuda). 

 Data Sekunder: Berupa dokumen dan catatan yang mendukung analisis. Data 

sekunder meliputi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa 

Sekancing periode 2020-2024, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(LRA) 2020-2024, Dokumen hasil Musrenbang Desa, Peraturan Desa (Perdes) dan 

Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang relevan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam dan komprehensif adalah: 

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada 

informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka 

mengenai kinerja keuangan, proses Musrenbang, serta tantangan transparansi dan 

partisipasi. 

2. Dokumentasi: Pengumpulan data dari dokumen resmi desa, khususnya APBDes dan 

LRA periode 2020-2024, untuk mendapatkan data kuantitatif terkait pendapatan, 

belanja, efektivitas, dan efisiensi anggaran. 

3. Observasi Partisipatif (Tidak Penuh): Dilakukan untuk mengamati secara langsung 

proses tata kelola yang relevan, seperti sosialisasi APBDes atau pelaksanaan program 
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kerja di lapangan (jika memungkinkan pada saat penelitian), guna memverifikasi 

informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. 

Teknik Validitas Data (Uji Kredibilitas) 

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian, digunakan teknik 

Triangulasi Sumber Data. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda (misalnya, 

membandingkan data LRA dari dokumen resmi dengan informasi yang disampaikan oleh 

Kaur Keuangan dan pandangan BPD tentang realisasi program). Tujuannya adalah untuk 

mengeliminasi bias dan memperkuat konsistensi temuan. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman 

(1994) yang meliputi tiga alur kegiatan yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan: 

1. Reduksi Data (Data Reduction): Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan (hasil wawancara dan observasi). Data yang direduksi difokuskan 

pada tiga rumusan masalah utama: kinerja keuangan, relevansi program Musrenbang, 

dan aspek tata kelola. 

2. Penyajian Data (Data Display): Sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan 

penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel 

sederhana untuk melihat hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, data 

kuantitatif dari APBDes disajikan dalam bentuk tabel kinerja (efektivitas dan efisiensi) 

untuk diinterpretasikan secara kualitatif. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification): Penarikan kesimpulan awal 

yang kemudian diverifikasi dan divalidasi dengan temuan lapangan dan kajian 

literatur. Kesimpulan akhir akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan  
Kinerja Keuangan APBDes (2020-2024) dan Pola Pengeluaran 

Kinerja keuangan Desa Sekancing menunjukkan dinamika yang signifikan.  

Pendapatan desa menunjukkan fluktuasi, namun mencapai peningkatan signifikan 

pada tahun 2024. Belanja desa juga meningkat, khususnya pada tahun 2022, yang  

mengakibatkan defisit anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

menjadi negatif. Pola pengeluaran mengalami pergeseran yang mencerminkan 

adaptasi pemerintah desa terhadap kondisi dan kebutuhan:  

1. 2020-2021: Dominasi belanja barang dan jasa.  

2. 2022: Beralih ke belanja tidak terduga, yang merefleksikan penyesuaian 

terhadap kebutuhan darurat.  

3. 2023-2024: Fokus pada belanja modal, yang menunjukkan pergeseran prioritas 

ke pembangunan infrastruktur jangka panjang.  

Secara umum, efisiensi pengeluaran desa Sekancing relatif tinggi, dengan 

realisasi beberapa kategori belanja seperti belanja modal dan honorarium mencapai 

100% dari anggaran.  

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik 

Secara administratif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes  
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sudah berjalan cukup baik melalui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) dan pelaporan resmi. Namun, tantangan utama terletak pada 

transparansi substantif bagi masyarakat umum. 

 

Tabel 1. Rencana Anggaran Dana dan Realisasi Desa Sekancing Tahun 2020-2024 

Tahun Pendapatan Total 

(Rp) 

Belanja Total 

(Rp) 

SILPA Akhir 

Tahun (Rp) 

2020 1.430.438.734 1.429.905.000 533.734 

2021 1.239.858.224 1.088.069.567 10.915.952 

2022 1.430.527.971 1.443.719.569 (1.334.841) 

2023 1.243.260.146 1.262.829.787 323.897 

2024 1.340.604.595 1.405.885.893 329.572 

 

Laporan keuangan seringkali disajikan dalam format teknis dan bahasa 

formal yang sulit dipahami oleh warga yang tidak memiliki latar belakang 

keuangan. Hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk mengawasi 

penggunaan dana secara efektif, karena informasi yang tersedia tidak sepenuhnya 

dapat diakses secara pemahaman oleh seluruh warga. Strat egi keterbukaan 

informasi harus memastikan setiap warga merasa dilibatkan dan memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan keuangan desa.  

Di sisi partisipasi, Musrenbang merupakan saluran aspirasi formal. Namun, 

terdapat kendala seperti dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan 

dan minimnya forum komunikasi inklusif di luar Musrenbang formal. Hal ini 

mengakibatkan pelaksanaan program tidak sepenuhnya merata antar wilayah. 

Terdapat juga masalah terkait kesadaran individu, di mana beberapa w arga enggan 

menyampaikan usulan karena merasa tidak akan diakomodasi.  

 

Tabel 2. Pengeluaran Paling Efisien Tahun 2020-2024 

Tahun Kategori 

Pengeluaran 

Efisien 

Realisasi vs 

Anggaran 

Efisiensi (%) Catatan 

Efisiensi 

2020 Belanja Modal 361.105.000 

dari 

361.105.000 

100% Realisasi tepat 

sesuai 

anggaran 

2021 Belanja 

Honorarium 

255.810.000 

dari 

255.810.000 

100% Realisasi 

penuh, tanpa 

selisih 

2022 Belanja 

Perjalanan 

Dinas 

13.600.000 

dari 

13.600.000 

100% Efektif dan 

tepat sasaran 

2023 Belanja Barang 

dan Jasa yang 

34.400.000 

dari 

34.400.000 

100% Menunjukkan 

langsung 

bermanfaat 
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Diserahkan ke 

Masyarakat 

2024 Belanja Modal 

Jalan/Prasarana 

225.000.000 

dari 

225.000.000 

100% Pembangunan 

fisik berjalan 

maksimal 

 

Rekomendasi Strategis Peningkatan Kinerja 

Untuk mengatasi tantangan transparansi, pemerintah desa perlu  

menyederhanakan format laporan, misalnya dengan menggunakan infografis yang 

lebih komunikatif dan intuitif untuk menggambarkan proporsi dan alokasi 

anggaran. Penyebaran informasi juga harus diperluas melalui media digital (media 

sosial, grup pesan singkat) dan sosialisasi tatap muka melalui forum dusun atau 

pertemuan rutin.  

Peluang strategis peningkatan kinerja APBDes terletak pada penguatan 

kapasitas SDM perangkat desa melalui pelatihan teknis, serta pelibatan masyarakat 

dalam forum Musrenbang maupun diskusi tematik untuk meningkatkan literasi 

anggaran dan pengawasan.  

 

D. Kesimpulan  

1. Kinerja keuangan APBDes Desa Sekancing (2020-2024) menunjukkan dinamika 

dengan fluktuasi pendapatan dan peningkatan belanja, yang puncaknya pada tahun 

2022 menyebabkan defisit dan SILPA negatif. Pergeseran pola belanja menuju belanja 

modal (2023-2024) mencerminkan adaptasi pemerintah desa terhadap kebutuhan 

pembangunan infrastruktur jangka panjang. 

2. Secara administratif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes sudah baik 

dengan penggunaan Siskeudes. Namun, tantangan utama adalah minimnya 

penyebaran informasi yang inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas 

(transparansi substantif). 

3. Dominasi aktor dalam Musrenbang juga menjadi hambatan dalam mewujudkan 

pembangunan yang merata dan adil. 

4. Untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan, disarankan 

untuk memperkuat kapasitas SDM perangkat desa melalui pelatihan teknis, 

meningkatkan literasi anggaran masyarakat, dan mengoptimalkan mekanisme 

pengawasan berbasis masyarakat melalui sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media 

digital, dan forum diskusi tematik yang inklusif. 
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